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Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma 

dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alas an pembenaran, perkawinan 

dilakukan berbagai model seperti kawin bawah lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang 

popular di masyarakat, yaitu kawin sirri.Perkawinan ini dikenal dengan istilah “Kawin 

bawahtangan”, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan tidak dicatatkan 

di kantor Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kedudukan kawin sirri serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan anak dalam 

perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974.Metode Penelitian yang 

digunakan adalah PenelitianYuridisNormatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa 

masalah yang ada dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma 

positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. 

 Kedudukan Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam adalah perkawinan yang 

tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat.Sedangkan Menurut Undang-undang No.1 

Tahun 1974 yaitu dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, kawin sirri merupakan 

perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974.Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan di samping 

harus dilakukan secara sah menurut hukum agama (rukun dan syaratnya), juga harus dicatat oleh 

pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, 

kawin sirri adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatanhukum. 

Ketentuan Hukum Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974, membuka peluang bagi anak luar kawin untuk dapat mempunyai hubungan 

keperdataan dengan bapak biologisnya.Pasal tersebut yang semula berbunyi, “Anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, harus yang dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 
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